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PERATURAN PERPUSTAKAAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 18 TAHUN 2017
TENTANG

PENETAPAN PETA RISIKO UNIT KERJA DAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DI

LINGKUNGAN PERPUSTAKAAN NASIONAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA PERPUSTAKAAN NASIONAL REPUBLIK INDOENSIA,

Menimbang

Mengingat

—

bahwa dalam rangka  pennyelenggaraan  Sistem
Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di lingkungan
Perpustakaan Nasional perlu menetapkan peta penilaian
risiko organisasi yang bersifat manajerial yang menjadi
tanggung jawab Unit Kerja dan Unit Pelaksana Teknis;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan
Kepala Perpustakaan Nasional tentang Penetapan Peta
Risiko Unit Kerja dan Unit Pelaksana Teknis di

lingkungan Perpustakaan Nasional;

Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor S5, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
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Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4400);

Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang
Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4774);

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang
Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127);
Peraturan Kepala Badan Pengawas Keuangan
Pembangunan Nomor Per-1326/K/LB/2009 tentang
Pedoman Teknis Umum Penyelenggaraan Sistem
Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP);

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2014 tentang
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007
tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 76, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5531);

Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang
Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan
Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non
Kementerian sebagaimana telah beberapa kali diubah
terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 145 Tahun
2015 tentang Perubahan Kedelapan atas Keputusan
Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan,
Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan
Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Kementerian
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 322);

Keputusan Kepala Perpustakaan Nasional Nomor 3
Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Perpustakaan Nasional sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional Nomor 1 Tahun

2012 tentang Perubahan atas Keputusan Kepala
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Perpustakaan Nasional Nomor 3 Tahun 2001 tentang

Organisasi dan Tata Kerja Perpustakaan Nasional,

MEMUTUSKAN:

PERATURAN PERPUSTAKAAN NASIONAL  TENTANG
PENETAPAN PETA RISIKO UNIT KERJA DAN UNIT
PELAKSANA TEKNIS DI LINGKUNGAN PERPUSTAKAAN
NASIONAL.

Pasal 1

Dalam Peraturan Perpustakaan Nasional ini yang dimaksud

dengan:

1.

Sistem Pengendalian Intern adalah proses yang integral
pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus
menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk
memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan
organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien,
keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset
negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-
undangan.

Penilaian risiko adalah aktivitas penilaian atas suatu
kejadian yang  diperkirakan dapat mengancam
pencapaian tujuan suatu kegiatan.

Kegiatan pengendalian adalah tindakan yang diperlukan
untuk mengatasi risiko, yang mencakup dua aspek yaitu
penetapan dan pelaksanaan kebijakan pengendalian,
serta penetapan dan pelaksanaan prosedur/SOP
pengendalian.

Unit Kerja adalah Unit Kerja Eselon II di lingkungan
Perpustakaan Nasional;

Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT
adalah UPT Perpustakaan Proklamator Bung Karno di
Blitar dan UPT Perpustakaan Proklamator Bung Hatta di
Bukit Tinggi.

Inspektur adalah Inspektur Perpustakaan Nasional.
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Pasal 2

(1) Peta Risiko dipergunakan sebagai bahan tindakan
pengendalian yang diperlukan untuk mengatasi risiko
serta penetapan dan pelaksanaan kebijakan dan
prosedur untuk memastikan bahwa tindakan mengatasi
risiko telah dilaksanakan secara efektif.

(2) Kegiatan pengendalian membantu memastikan bahwa
arahan Pimpinan Perpustakaan Nasional dilaksanakan.
Kegiatan pengendalian harus efisien dan efektif dalam

pencapaian tujuan organisasi.

Pasal 3
(1) Pimpinan unit kerja di lingkungan Perpustakaan Nasional
wajib menyelenggarakan kegiatan pengendalian sesuai
dengan ukuran, kompleksitas, dan sifat dari tugas dan
fungsi unit kerja yang bersangkutan.
(2) Pengendalian risiko secara menyeluruh di Perpustakaan

Nasional RI dikordinasikan oleh Inspektur.

Pasal 4
Peta Risiko Unit Kerja dan UPT tercantum dalam Lampiran
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan

Perpustakaan Nasional ini.
Pasal 22

Peraturan Perpustakaan Nasional ini mulai berlaku pada

tanggal diundangkan.
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Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Perpustakaan Nasional ini dengan

penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 16 Oktober 2017

KEPALA PERPUSTAKAAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

MUHAMMAD SYARIF BANDO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 6 Februari 2018

DIREKTUR JENDERAL

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA
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